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TENTANG

AI\GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahrva untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahr-rn Anggaran 2A22 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam huruf a, rnaka periu menerapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2A22;

1. Pasal 18 ASzat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
t .... l-^ --... -...-l_ T^1- - --- 1 6 A - -lIrUUllCSla lallLlll I y'tJ,

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djan'a
Tengah ( Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42i;

3. Unciang-Undang Nomor 17 il'ahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lemtraran Negara Republiklndonesia
Nomor 4286l,;

4" Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan cian 'l.anggung Jau,ab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OA);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a421J;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Repubiik Indonesia 'Tahun 2AA4
Nornor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38);



T.Und.ang.UndangNomor23Tahun2009tentangPajak|aer1h
Dan Retribusi flaerah (Lembara,n Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 5Oa9);

8. Und.ang-undang Nomor 12 Tahun 2CI11, tentang Pembent.rk?l
Peraturan Peru*nclang-unrlangan {Lembaran Negara Republik
ind"onesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234i sebagaimana telah
diu--bah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun
201 i tentang Pembentukan Peraturan Perundang-un<iangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o i9 Nomor
183, Tambahan Lemharan Negara Republik lndonesia Nomor
63e8i;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun ZAM
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Uniiang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun
2*i4 tentang Pemeri.ntahan Daerair ilembaran i{egara
Repubtrik indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202A tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AZA Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

l" 1. Peraturan Pemerintah Nomor i09 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan trVakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, 'Iambahan Lemba,ran Negara Republik Inrlonesia
Nomor aO28);

12. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 45A2J
sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2O12 tentang Perubahan ata* Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik
inrionesi.a Tahun 2012 Nomcr i7 i, T'ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);

13. Peraturan Femerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {i,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Ncmcr 4575);

14. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Pera"turan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Infbrmasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1il, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pen5rusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005



Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repul:iik Indonesia

Nomor a585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
ped,oman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
'lahun 2005 Nomor 165, Tambahan l,embaran l\egara

Republik indonesia Nomor a592};

17. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja instansi Pemerintah

{i.emharan Negara Repu}:lik Ind.onesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor

a6la|;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang Laporan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laplran-Keterar.ga.r Pertanggungjauraban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakiian Raicyat Daerah llan Inf-ormasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat {Lembaran Negara Repr.rblik Indanesia Tahun
2AO7 Nomor 1q, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a093);

i9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Femanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
iniionesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 5161);

?CI. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 teatang Stanclar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Ncmor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

? 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pin;'aman Daerah ilembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20i0 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 52i9);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun Z}fi tentang Hibah
Daerah {LemLraran Negara Republik Indonesia Tahun 2A12
Nomor 5, Tarn-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

23. Peraturan Pemerintah Nom*r 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara RepuLrlik
Indoaesia Tahun 2017 Nomor 106, Taml:ahan Lembaran
Negara Republik Ind.onesia Nomor 6057);

?4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik lndonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentarig Pengadaan
Barang/Jasa Pernerintah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Namor 12 Tahun 2412 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Fengadaan Barangf Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Repubiik Ind,onesia Tahun 7OZL Nomor 63];



26' Peraturan presiden Nomor 33 Tahu u 2ozo tenta:rg standarHarga satr.:an_ Regional (Lembara" rv"g*" Repubiik IndanesiaTahun ZAZ* Nomor SZj;'
ZT.Peraturan Daerah-Kabupaten purbalingga Nomor 12 ?ahun2a16 tentang pembentrrk*r, d.an susrr"i' perangkat DaerahKa-bupaten furbairngga ilembaran naerai: KabupatenPurbalingga Tahun 2016 No*or 12, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten purLralingga Nontor 30);
28. Peraturan Menteri Daram Negeri peraturan Menteri DalamNegeri Nomor TT Tahun gbzo t*"i""g pedoman TeknisPengelolaan Keuangan Daerah; "

Denga* persetuj uan Bersama

DE1IIAN PEITAKILAN RAKYAT DAERAH
KAtsUPATEN PUREALIF{G{iA

dan

BUPATI PURBALII{GGA

MEMU.TUS!(AN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN NAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAI{ }AN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten purbalingga Tahun
Anggar+n 2*22_ beqju:::lah Rp2.C82.57*.4?g.Cl**,0S terdiri atas pi*dapatarr
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
a. Penciapatan Daerah RpZ.OZO.Z9S.4TE.OOO,O0

b. Belanja Daerah Rp2.0?T.B0T.9TB.0O0,O0

*eiisitlSui-pli:s P,p. SZ.S12.S**.***,**
c" Pembiayaan Daerah

1. Fenerimaan Rp. bZ.ZZS.U00.f)00,CIt")

2. Pengeluaran Rp. 4.862.5OS.000,O0

Pembiayaan Netto Rp. ST.5iZ.5fiO.OCO,fi0

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.020.295.478.000,CI0 {dua trilyun
dua puluh milyar dua :'atus ses:bilar: puluh lima juta e*:pat rat:-rs tujui: puluh
delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:
a.
b.
c.

pendapata:r asli;
pendapatan transfer; dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud eialam Pasal 2 huruf a
direncanakan sebesar Rp285.220.904.000,00 {dua ratus delapan puluh lima
milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratu$ empat ribu rupiah), yang
terdiri atas:



a. Pqyak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan d,aerah yang dipisahkan; dand. lain-lain pendapatan asli daerah yang *rtr;-

(2) Pqiai< daerah sebagaimana dimaksud pada aSrat f 1.l huruf a direncanakansebesar Rp6o.5o1'110"000,C0 {enam puiuh milyai lima ratus satu juta
seratus sepuiuh ribu rupiah]"

i3) Reiribusi daerah sei:agaimana dimaksuel patia ayat {li huruf b direnearrakansebesar Rp13"778"461.000,oo {tiga belas milyar tu3irr ratus tujuh puluh
deLapan juta empat i"atus elia$i puluh satu ribu,upi*t 1.

{4i Hasil pengelo}aan kekayaan 
- 
daerah yang dipisahkan sebagaimanadimaksud padt ayat i1i huruf c direnca""ru"i **u*i* npi?.956.3ie.ooo,oo

{tujuh belas miiyar sembilan ratus iima puluh enam juta iiga ratus 6ua belasritru rupiahi.

i5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksu4 pada ayat{i} huruf d direncanakaa sebesar npt12.af5.s21.000,00 {seratus sembiianpuluh dua miiyar sembilaa ratus delapan puluh lima juta dua puluh saturibu rupiah].

tu

t2i

{3}

{1)

\a]

Pasai 4
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud daiam pasal Z huruf bclirenca::akan sebesar Rp1.?1g.oB?.8?4.oo*,clo {satr: tril;run tujuh ra_tus
sembilan belas yilyar deiapan puluh tujuh juta delapan 

-*t..u jua puluh
empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat il)huruf a direncanakan sebesar Rp1"591.955.824.000,00 {satu-trilyun lima
ratus sernbiian puiuh satu milyar sembilan ratus iima puiuh iima iuta
delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
Pendapatan transfer antar d-s-erah sebaga-imana climaksud paela ayat {1}huruf b direncanakan sebesar Rp12?.132.000.000,00 (seratus dua puluh
tujuh mi"l5rar seratus tiga puiuh dua juta rupiahi.

Fasal 5

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebaqaimana dimaksud dalam pasal 1
h.urrif c d"irencanakan sel-.esar F-p15.985.?50.000,00 {lima belas rnilyar
sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
yarig terdiri atas pendapatan hibah;
Fendapatan trii:iah sebagaimama cjimaksud paria ayat {}"i huruf a dii-encanakan
sebesar Rp15.986.750.000,00 {1ima beias milyar sembilan ratus delapan
puluh eiianl juta tujuh ratus iima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp2-O7?"80?.978.OOO,OO {dua- trilyun tuj4fu puluh tujuh milyar delapan ratus
tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri ita*:
a. belanja operasi;
b. belanja rriodal;
c. belanja tidak terd.uga; dan
d. belanja Sansfer.



Pasal'7
(U

i2)

(31

{4!

(sj

(6)

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf adi'enca-akan sel-.esa-r epr"+z+- {t*.ziz-.ltooG {setu trflyun +mpat :,atus dua
x#i: I;rlilTxffijff ,,Hx'ffi,xffi f$ ; ;a d u a';# ; ;*pat pu I u h tuj u h
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belai.lja subsidi
d. betanja hibah; dan
e. beianja bantuan sosial,
Belanja pegawry setragaimana dimalsud pada ayat {1} huruf a direncanakansebesar Rp925'? 1? .s22 -7 50,o0 {sembilan"rat.r* b**' p*l;h lt; milyar tujuhratus tqjuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu tu3uh ratus limapuluh rupiahi.
Belan"l'a barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf bdirencanakan sebesar Rp443.r55-oes.zs0;00-G*pat ratus empat priluh tigamilyar dua ratus lima puluh Hma juta enam *tr, ".rr** puiuh lima ribu tujuhratus lima puluh rupiahi.
Belania subsidi sei:agaimana dimaksud pada avat i1l huruf c direncanakansebesar Rp.50O.0O0.O0O,OO {lima ratusS'uia rupi"frt. '

Belanja hibah sebagairnana dimaksud pada ayat (1] huruf d direncanakan
seLresar Hp47.E57.gEq.0*0,** iempat puluh tujlh *ii3.* delapan ratu* iimaapuluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu iupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf e
direncanakan sebesar Rp7.385.200.000,00 {tujuh milyar tiga ratus delapan
puluh delapaa lima juta dua ratus ribu rupiah).

Pasai B

(1) Anggaran belan;a modal sebagaimana dimaksud datam Fasal 6 huruf b
direncanakan sebesar Rp238.358.322.50O,00 {dua ratus tiga puluh delapan
milyar tiga ratr.rs lima puluh delapan juta liga ratus dua puiuh dua ribu lima
ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya;
f. Beiary'a modal aset lainnya.

t?l Belanja rnodal tanah sebagaimana dimaksurl pada ayat {U huruf a
direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 {tujuh ratus juta rupiah}.

(3i Belaaja modal peralatan dan mesin *ebagain:ana dimaksu-d pada- ayat {1}huruf b direncanakan sebesar Rp84.450.670.592,00 {delapan puiuh empat
milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus
semLrilan puluh dua rupiahi.

{4) Belanja modai gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1}
1',,*,,r ^ .ri-eps^::aka- sebesar. Rp?3.915.?gg.S**,** {tujuh puluh tig* r*i1;rarrlui ut L utlt

sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh sernbilan ribu rupiahi.
(5i Belanja mcdal jaLan, jaringan, *an irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(U huruf d direncanakan sebesar Rp75"984"378.008,O0 {tujuir putuf' Uma
miiyar sembiian ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh
delapaie ri'au delapai-i nipiah).



i6i Belary'a modal aset tetap lainny,a sebagaimana dimaksud pada ayat {t} huruf edirencanakan setresar Rp3-0ri9.s++.foo,oo (tiga milyar sembilan juta limaratus empat puluh empat ribu sembilan,"t"* rupiah).
{7} Belanja modal aset lainnya- sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf f

,ffiTtr:ff sebesar npz"os. oo0. 600,0itJar" ratus sembilan puluh delapan

Pasal 9
Anggaran belanja Lidak- terduga sebagaimana dimaksud dalam pasai 6 huruf cdir"encaaakaa *!b*u*, Rpt3.?fc:gff 5ca,*o ltrg" beras rnilyar tu.juh ratus jutarupiah), yang terdiri atas 

-belanja 
tidak t*.j.rg*l*^'

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf ddirencanakan sebesar Rp401.033.4us.oao,oo lernpat ratus satu milyar tiga puluhtiga juta empat ratus detapan ribu rupiah),'yang terdiri atas:a. belanja bagi hasii;
b. belanja bantuan keuangan;
c' belanja bagi hasil seba[aimala dimaksud pada ayat {i} huruf a direncanakansebesar Rp7 '427.958.000,00 -{tuJuh milyar'empat ratus dua puluh tuSuh jutasembilan ratus lima puluh delapan rib, rupiahi; dand' belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf bdirencanakan sebesar nps*s"oos.+6o.ooo,bo 1tig" ,*t,r*'-*.*bilan puluh tigamiiyar enam ratus rima juta empat ratus rima pulirh rib; ,"pi"rrl.

Fasai iO

Fasal 1 1

Anggaran pembiaSraan daerah Tahun Anggaran ZOZZ direncanakan sebesarRp5?'5i2-500"c!09,*$ {1in:.4 pui,;h tujuh *r1:.* lim*. s"at*s dua t-:elas juta }imaratus ribu rupiah], yang terdiri atas:
a. penerimaan p*mbiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

{1}

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 11
huruf a direncanakan sebesar Rp62.375.00S.0SCI,00 ienam puluh dua milyar
tiga ratus tujuh puluh iima juta rupiahi, yang terdiri atas sisa lebih
perhitungan anggaran tahua a"nggaran sebelufiln5ra.
Sisa lebih perhitungan anggarari tahun anggaran sebelumnya sebagairnana
dimaksud pada ayat (11 huruf a direncanakan sebesar RpOZ.SfS.0*O.COO,OO
ienam puiuh dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiahi.

Pasa-l 1*3

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
iruruf b ciirei-rcamaka-ii sebesar" Rp4.852.50C.0G0,0* iempat irriiyar= deiapanratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri *t"*
penyertaan modal daerah.

Penyertaan modai daerah sekragairnana dirnaksud pada ayat {1} huruf b
direncanakan sebesar Rp4.862.5OO.OOO,OO {empat milyar delapan ratus enam
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

t2)

(1)

t2\

Pasal 14

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
meiigakibatkan teqjadinya surpius/defisit sebesar RpS?.S1?.54*.030,+*

(1)



(lima puluh tu3uh milyar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadappengelr:aran pem'!:ia-3rEp=n direncanak-an *ebe**" Rp5?.k12.500*000,0CI {limapuluh tujuh milyar lima ratus dua belas juta lima r"lr* ribu rupiah).

Pasal 15

(11 Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pennerintah Daerahdapat rnelakukae pengelua:"an yang b*l,sr* tereedia aqggara::*ya danlataupengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peratr-ll"n daeiah ini, yangselanjutnya dimasukkan da-lam perubatran anggal.ax penel-apata_n cla_nbelanja daerah tahun anggaran 2A22, dengan tata cara sisuai d*rg*r, carateriebih dahuiu melakukan* per-ubahan peraturan kepala daerah tentangFenjabaran Perr*rhrahen APED, dan pernberitahua-n iuepa-A*: pi::rpin*_n DpRD
selanj utnya disampaikan d alam laporan realisasi *rrgg#*rr.

(2i Keadaan darurat setragaimana dimaksud pada ayat {1i meliputi:
a' bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar

biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atauc' kerusakan $arana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan

publik.

{3} Keperluan mendesak seiragaimana d,imaksud pada ayat {1) meliputi:
a' kelrutuharr daerai: tlaianr rangka peia-vanarr daszu rrraslrarakat yang

anggarannya beium tersedia daram tahun anggaran berjalan;b. beiarrja daer-ah yarlg bersifat mengikat .ian belanju. y*rrj i:ersiiat -w4jib;
c' pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah Daeiah dantidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta araanat peraturan

perundang-und,angan ; dan I atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimLrulkan

kerugian yang iebih besar bagi Pemerinta-tr Daerah <ian/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
cl-ima&suti- da-lam Pasa-l 1 tercantum dalarn Lampiran y*3f *.rupakan bag;n tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atu.*,

1. l,ampiran I

2. Lampiran II

3. l,ampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII

Ringka*an APBD )rang Diklasifikaei Menu_rut Ke1+mp+k
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan pembiayaaa;
Ringkas*"n APBD yang Dikiasifikasi Menurut Lrrusasr
Pemerinta.han Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah,
Ctganisasi, Frogram, Kegiatan, Sub Kegiatan, Keiompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
Rekapituiasi Beianja Menurut urusan pemerinrahan
Daerah, organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Rekapitulasi Beianja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan urusan Pernerintah Da,era.h dan Fungsi
Dalarn Kerangka Pengelalaan Keuangan Negara;
Rekapituiasi Belanja Untuk pemenuhan SpM;
sink'oni+asi Frog'arn pad.a R.P.IMD denga_n Ranca_ngan
APBD;



B

g

la.mpiran VIII

Lampiran IX

10. Lampiran X
1 t. I"ampiran XI
L2. La.mpiran XII

13. I"ampiran XIII

14. Lampiran XIV
15. I"ampiran XV
16. Lampiran XVI

Agar setiap
Daerah ini
Furbalingga.

Sinkronisasi Program, Itegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;
Daftar Jumiah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Fiutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lair:nya;
Daftar Perkiraan Fenambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
Daftar $ub Kegiatan Tahun jamak {Muki Yearsi;
F)aftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Purbalingga
paela tanggal 21 DesemLr*r ;202 i

GGA,

G FRATII,VI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 Desember 2021

DAERAi.{
RBALINGGA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021, NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI
JAWA TENGAH: (1O - 344l2o2tl

(

$E?nF



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

KABUPATEN PURBALINGGA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BEI-ANJA, DAN
PEMBIAYAAN

rAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI
Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 21 Desember 2A21

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

I{,ode Uraian Jumlah
4 rI,I{L'ATA I AII IJAI'ITI9'.II
4.L PENDAPATAN ASLI DAERAH {PAD} 245.224.9o4.OOO
4.1.Ot Paiak Daerah 60.501"110.OO0
4.1..O2 Retribusi Daerah 13.77A.461.COA
4.1.O3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.956.3|2.AA0
4.L.O4 Lain-lain PAD vans Sah 192.985.021.000
4.2 PEIIIDAPATAN TRANSFTR L.7LS.OA7-A24.OOA
4.2.OL Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1 .591 .955.824 .AOO

4.2.42 Pendapatan Transfer Antar Daerah L27.L32.OOO.OOO
4.5 LAIN-LAIN PENDAPATA}I DAERAII YA!{G SAH 15.986.750-OOO
4.3.4t Pendapatan Hibah 15.986.750.OOO

Jumlah Pendapatan 2"AzC.296.478.CIOQ

5 BELAITJA
5"1 BELANJA OPSRASI L.424.7L6.247.5'o,0
5.1.O1 Belania Pesawai 925.717.822.750
5.t.o2 Belania Barang dan Jasa 443.255.665.750
5.1.04 Belanja Subsidi 500.ooo.oo0
5.1.05 Belanja Hibah 47.857.559.OOO
5.1.06 Belania Bantuan Sosial 7.385.200.OOO
5.2 BELANJA MODAL 23A35A322.60,A
5.2.A1 Belania Modal Tanah 700.ooo.ooo
5.2.O2 Belania Modal Peraiatan dan Mesin 84.45A.67A.592
5.2.O3 Belania Modai GedunE dan Bangunan 73.915.729.AAO
5.2.O4 Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasr 75.9A437A.OOA

Belania Modal Aset Tetap Lainnya 3.OO9.544.900
5.2.A6 Belania Modal Aset Lainnya 298.000.000
5.3 BELAI{JA TIDAK TERDUGA 13.700.OOO.OOO
5.3.O1 Belania Tidak Terduga 1.3.700.OOO.OOO

5.4 BELANJA TRAI{STER 401.033.408.OOO
5.4.O1 Belania Ba"si Hasil 7-427.95A.OOO
5.4.O2 Belania Baatuan Keuangan 393.605.450.OOO

Jurnlah Belanja 2.077.4O7.978.OOO
Total Surplus/{Defisit} {57.512.5OO.OOO}

6 PENflBIAYAAI{
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 62.375.OOO.OOO
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 62.375.OO0.O0O

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 62.375.OOO.OOO
6.2 P EHGELUARAN PEM BIAYAAIT 4.a62"5AO.OOO
6.2.O2 Pen-yertaan Modal Daeral 4.862.50.A.CIAO

Jurnlah Pengeluaran Pembiayaan 4.862.500.OOO
Pembiayaan l{etto 57.512.500.OOO

6.3 Aisa Lebih Pemblayaaa Arrggaran Daerah Tahua Berkerraan o

HERNI SUI,ASTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGATAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVTNST JAWATENGAH (t1-s44l2A2rl
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